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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :9006.1/ 024 "TpRUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN REGULER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan dana  bantuan operasional satuan
Pendidikan, perlu mengubah kebijakan pengelolaan
dana bantuan operasional satuan Pendidikan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan
operasional satuan pendidikan, perlu membentuk Tim
Pelaksana Bantuan Operasional Satuan ' Pendidikan
Reguler Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah =~ Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten = dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6856);



10.

2

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran -Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah = Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 300);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan Reguler Sekolah Menengah Pertama Tahun
2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut:

s

melakukan verifikasi dan validasi data Satuan
Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Data
Pokok Pendidikan sesuai dengan kondisi riil;
memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan
Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan;

membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan
sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk
melakukan pendataan secara mandiri,

memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana
melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran
Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada
Satuan Pendidikan sesuai kewenangan,

memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat dengan menyediakan saluran informasi
khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data
Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung
jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri
Satuan Pendidikan;

memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah Satuan Pendidikan telah disusun sesuai
dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah
diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan
Kementerian;
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k. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan
tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler; dan
1. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah.
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2025.
KEEMPAT . Keputusan Sekretaris Daerah ini- mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan. '

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januar LO%5

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

—H
A/\\NIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini  dikirim
kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :goo.\ /o024 TakuN Lo25
Tanggal: 2 Janverri 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
REGULER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN 2025
NO NAMA /NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
‘ DALAM TIM _
B 4 - 8 4
1. | Sekretaris Daerah  Kabupaten Pengarah = | Memberi arahan,
Sukoharjo nasehat dan petunjuk
2. | Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Bertanggung jawab atas
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pelaksanaan kegiatan
3. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan | Sekretaris | Bertanggung jawab
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ' | dibidang
‘ kesekretariatan
4. | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Anggota Bertanggung jawab
- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya
5. _l\fé_nang Sutondo, S.Kom Anggota Bertanggung jawab
NIP.19830518 201406 1 001 : sesuai dengan bidang
Pengolah Data dan Informasi pada tugasnya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo
6. | Puguh Setyadi, A.Md Anggota Bertanggung jawab
NIPPPK. 19850215 202421 1 009 sesuai dengan bidang
Pranata Komputer Ahli Terampil tugasnya
pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

/— SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

')4@}#
WIDODO

~




